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KOTA DEPOK

llomor : 08 /Kpts/R/lou-lGta-o11.32981/2010
TEilTAilG

srAilDA& PROSEDT & lGBUTUll,AIl PETIGADAAI{, DAt PEilDIS|TRIBUS|IAil PERIETGXAPAT
pcrvru:reilrmm PE*ruHAt{ u}luil wALrxoTA ** *ltg1 wALTKoTA DEPoI( TAHUIT 2010

KollISI PEIIILIHAII UHUH K(yIA D'EPO&

lt€nimbanc a. bahwa s€suai k#nhlan Pasal 3 afat (1) PeGUuan lGrnisi Pefiilihan

Umum l,lomor 65 Tahun 20(B Enbng Pen€tapan l{ornn, Standar,

Prmedur, dan Kebutuhan PerEEdaan Serta Pendisfuih$ian Hengkapan
Penyelenggardan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakl Kepah

oaeran, fomiS Pemilihan Umum bertanggungjawab dalam rnerencanakan

dan menetapkan standar serta kebutuhan pengEdaan dan pendisuibusian

perlengkapan p€rnungutan suara dalam Penyelenggoraan Bnilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. bahwa hal 3 a)rat (3) Perahlran Kofiisi Pemilihan Umum sebagEitnana

disebutlan huruf a, rEnjelad<an KPU Kabupabn/Kffi berwenang unuik
mengadakan dan rnendistibusikan pedengkapan pen)/elenggacan Pemilu

Kepah Daenh dan Wahl Kepala Daerah berdasarkan norma, standar,
prcedur, dan kebutihan )rang diEtaplcn ohh lGmisi Pernlihan Umum;

c. bahwa bedirsarlGn hal Erseht sebagairnana dimaksd pada huruf a dan

b, perlu menetapkan Standar, hedur, Kebutuhan Fengadaan, dan
pindistlUuSan pergrgtapan Penyelengdaraan Pemilihan Umum Walilota
dan wakil walilota Depok Tahun 2010 dengan Keputusan Kombi
Pemilihan Umum K& Depok

l. Urdang-Undang l,lorpI 15 Tahun 1999 Enbng Petnbenbkan Kffimdfa
Daerah Tingh tr Depok dan K6madya Daerah Tirplot tr Glegon
(tembaran Negan Republik Indonesia Tahun 1999 l{omor 3828);

2. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2m4 Entang Pembenfukan Perafuran
Perurdang-undangEn (Lembaran llegara Republik Indon€sia Tahun 20O4

ltonpr 53, Tambahan Lembaran tlegEra RepuHik Indqlesh Norpr a389);

3. Urdang{ndang ]{ofiEr 32 Tahun 2fi}4 Entang Pemerintahan Daerah
sebagaimana tehh diubah terakhir dengan Undary{,lndang }'l,ornor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan l(edua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2fiN (Lembaran t{egara Republik Indonesh Tahun 2m8 No{mr 59,
Tambahan Lernbaran ilegara Repuuik I]x,orl€li.l ll,omo 4844);

4. Undang-Undang l{ornor 22 Tahun 2007 Entang Penydenggpn Pernilihan

Umum, (Lembaran tlegara Repuuik Indonesh Tahun 2007 lvorpr 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Urdang-t ndang t{,orpr 2 Tahun 2fi)8 tentang Partai Pditik (Lembaran

ilegEra Reflruik lrdon€liit Tahun 2m8 ]tlo{nor 2, Tambahan L€xnbaran
ilegara ReBtdik lrdones&i llomor ,t801);

6. kraturan Pernerintah Nornor 6 Tahun 2005 Enbng Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhenuan Kepala Daerah
sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nornor

[engingEt

SALINAN
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49 Tahun 2008 (Lembaran Negard Republik Indonesh Tahun-2!08 l{omor

91, Tambatran Lembaran Negara Repuuik Indonesia l{omor 4855);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Normr 3l Tahun 2008 tentang Kode

Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

Kerja Kombi Pemilihan Umum, Kombi Pemilihan Umum.. Pro'insi, dan

Ko;isi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagairnana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonpr 21 Tahun 2008 dan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata

Naskah Dinas Kombi Pemilihan Umum sebagainEna telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 43 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Peraturan Kombi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang
Naslch Dinas Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2009 tentang Penetapan

Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum l(ota Depok tanggal 12 Mei

2010

HEMUTUSKA :

Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun

2010, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetaplon dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagEirnana

rnestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 12 Mei 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ketua,

9
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IIiNPTRAII XEPUTUSAT{ KOIIIISI PEiIIIIH/IT{ UXUH I(OTA DEPOK

l{omor : 08 lXpts/R/XPU-Kota{t11.329fU2O10
Tanggal: 12 Mei 2O1O

TENTATIG

SIANDA& PRoSEDU& IGBUTUHAN PEIIGADAAN, DAII PEIDISTRIBUSIAII PERIfilGKAPAil
prnwunebmmx peirux*r uuUM wAtrKOTA DAII wA(IL wALIKOTA DEP'oK TAHUII 2010

Dalam KeputrEan ini, yang dimaksud dengan:

1. pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilukada adalah

pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Depok secara langsung dalam wilayah Kota

Oepok berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sdanjuhya disebut DPRD Kob Depok;

3. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok sdaniutnya disebut KPU Kota Depok adalah penyelenggara
pemilu Walikda dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal l angka

6 dan angka 7 undang-undang llonpr 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum;

4. partai politik adalah Partai Poliuk peserta Pemilihan Umum sebagairnana dirnaksud dahm Undang-

undang Nonpr 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Pakrat, Dewan

Perwakilan DaeGh, dan Dewan Penrakilan Raklat Daerah;

5. Gabungan partai pditik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara

bersarna-sama bersepakat rnencalonkan I (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

Depok dalam Pemilu walikota dan wakil Walikota Depok Tahun 2010;

6. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depolf selanjutnya disebut paangan calon adalah
peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikda Depok Tahun 2010 )ang diusulkan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik yang telah rnenEnuhi persfaratan;

7. Panitia Pengawas Pemilu Kota Depok, dan Paniua Pengawas Pemilu Kecarnatan, yang selanjutnya

disebut panwaslu Kota Depok dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Walikota dan

Wakil Walikota Depok Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nonnr 22 Tahun

2AO7i

8. Panitia Pemilihan Kecarnatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kob
Depok untuk rnenyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan;

9. Panitia Pemungutan Suara, sdanjutnya disebut PPS, adalah paniua yang dibentuk oleh KPU Kota

Depok untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kelurahan;

lo.Kelompok PenydenggaG Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang

dibentuk oleh PPS untuk rnenyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;

ll.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan

suaazl.

Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penldenggaraan Pernilu walikota dan wakil
walikota Depok Tahun 2O1O

l. Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dilaksanakan secarir cepat, tepat, dan akuran dengan
rnenguEnEkan aspek kualitas. keamanan, Epat waktu, hemat anggaran, transparami, dan
akuntabel;

2. Pengadaan surat suara dilakukan di Kota Depok dengan rnengutarnakan kapasitas cetak fang sesuai
dengan kebutuhan surat suara dengan hasil cetak )ang berkualitas, dengan ketentuan apaula di
Kota Depok Udak tersedia perusahaan percetakan yang rnernenuhi kebutuhan tersebut, dapat
rnenggunakan perusahaan percetakan yang terdekat dari Kffi Depok;

3. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, terdiri dari:

a. PeratuGn Perundang-undangan Pemilu, yaitu Undang-Undang Bidang Politik dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum yang rnerupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Elidang biuk;

b. Perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Walikota dan Wahl
Walikota Depok Tahun 2010;

II



c. perlengkapan untuk pemungubn dan penghitungan suara di TPs, yaitu kotak suard, bilik suara,

surat 6uaia beserta kelengkapan adminlstrasi lainnfd, daflar pasangan calon, daflar pemilih

tetap, tanda pengenal xpF5 dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk rnemberikan

suao, kartu pemitih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di

TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci;

4. Kelengkapan administrasi lainnya, seperti :

a. tanda khususltinta;

b. alat pencoblos/paku;

c. alas pencoblosan surat suara;

d. segel Pemilu;

e. formulir berita acara pemungutan dan penghifungan suara di TPS (formulir seri C-I(WK beserta

lampirannya); dan

f. alat kebngkapan lainnya terdiri dari lem, karevtali pengikat, label, spidol hitam. sampul kertas,

kantong plastil! dan ballPoint.

5. Perlengkapan pdaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil

Walikota Depok Tahun 2010, berupa sampul kerE untuk keperluan:

a. penyampaian surat suara dari Kabupaten/kota ke masing-rnasing KPPS rnelalui PPK dan PPS;

b. penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK rnelalui PPS, dari PPK ke KPU Kota

Depok;

6. Perlengkapan pdaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu walikota dan Wakl
Walikota Depok Tahun 2010, berupa formulir untuk keperluan:

a. pendafuran pemilih;

b. kelengkapan calon Walikota dan wakil walik& DepokTahun 2010;

c. pemungutan dan penghitungan suara;

d. penetapan hasil Pemilu walikota dan wakil Walikota Depok Tahun 2010.

III. Surat Suara Dalam Pernilu walikota dan wakil Walikota Depok Tahun 2O1O

1. Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota DepokTahun 2010 rnemuat atau berisi nornor, foto,
dan nama pasangan calon;

2. Spesifikasi teknis Surat suara Pemilu walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dibuat dengan
ketentuan:

: HVS non security 80 gram;
: Memanjang, horisontal (kecuali untuk surat suara rnernuat 2

pasangan calon, benfuk memanjang, vertical);
: Berwarna dengan latar Hakang putih;
: Putih (minimal 9trlo); dan
: satu muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.

3. Selama pr6es pencetakan surat suaG, penEahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan nEncetak
surat suara sejumhh yang ditetapkan KPU Kota Depok dan harus menjaga kerahasiaan, kearnanan,
dan keselamatan surat suara;

4. KPU Kota Depok dapat meminta bantuan aparat kearnanan untuk rnengamankan terhadap suarat
suaE selam.! dalam pr6€s pencebkan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tuiuan;

5. Secara periodik surat suara yang tdah selesai dicetak dan diverifikasi, png sudah dikirim dan/abu
yang rnasih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani dhak percetakan dan petugas
KPU Kota Depok;

6. KPU Kota Depok menempatlGn petugas di lol€sl percetakan surat suara. untuk menjadi saksi dalam
pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan;

7. KPU Kota Depok rnengawasi dan rnengarnankan design, film separci, dan dat cetak yang
digunakan untuk rnembuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta rnenyegel dan
menyimpannya;

a. Jenis kertas
b. Bentuk

c
d
e

Foto pasangan calon
Wama kertas
Cetak



g. Jumlah sufttt suara pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 harus dicetak sarna- 
o"ng.n iumlah pemilih Gtap dengan dibmbah 2,5o/o (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih

tersebuU

g. Tambahan surat suaG, digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk rnengganti surat suara

pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suaG yang rusak;

l0.Bahan, bentulg fonna! dan ukuran surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun

2010 harus rnemperhatikan ketentuan ini dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok.

w

v

Tinta Dalam Pernilu Walikota dan Wakil Walakola Depok Tahun 2O1O

1. Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah rTEmberikan

suara pada pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di TPS. dilakukan dengan cara

rnencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta;

2. Tinta dalam Pemilu Walikota dan Wakil walikota Depok Tahun 2010, ben'vama ungu;

3. Komp6bi tinta harus aman dan nfarnan bagi pernakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi
pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan;

4. Tinta rnemilih daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisue atau kain setelah jari

diangkat dari cdupan fnta;

5. Tinta harus rnemiliki daya bhan/lekat sdarna 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses

pencucian dengon keras baik rnenggunakan sabun, diErgen, alkohol rnaupun 5d/l/PJnt|B,innya;

6. 'fiap TPS disedialen sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta;

7. Tinta untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dikemas dalam botol plastik

berisi 30 cd30 ml, tahan tumpah (lakp@tl.

Segel Dalam Per ilu Walikota dan Wakil Walikffi Depok Tahun 2O1O

l. Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu

Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;

2. Spesifik6i teknis Segel suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dibuat dengan
ketentuan:

:5cmx6cm;
: Security Paper Seal;
: 4 wama, satu muka (4/0);
: Putih;
: Logo KPU dengan tulisan Segd Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun 2010 di bagian bawah.

a
b
c
d
e

Ukuran
Jenis kertas
Cetak
warna dasar
Bentuk segel

vI. Kotak Suara Dalam Pernilu Walikota dan wakil walikota Depok Tahun 2010

1. Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;

2. Apabila kotak suara kurang jumlahnya atau tidak rnernenuhi persyaratan, KPU Kota dapat
rnenetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara;

3. Spesifikasi teknis pengadaan kotak suara harus rneng u pada Peraturan KPU t\bmor 27 tahun 2008
tentang Kotak Suara Untuk Pemungubn Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 47 bhun 2008;

4. Pengadaan kotak suara han6 memperhatikan ketenfuan perundang-undangan yang berlaku;

5. lumlah kobk suara setiap TPS sebanyak I (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan
600 (enam ratus) erang.

VII. Bilik Suara Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walik& Irepok Tahun 2O1O

1. Bilik suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakfiir dengan diberikan
label Pemilu walikota dan wakil walikota Tahun 2010;

2. Apabila bilik pemberhn suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi perslaratan, KPU Kota Depok
dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara;



3. Spesifil6i teknb pengadaan bilik pemberian sual?t harus rnengacu pada PeGturan KRJ Nomor 28

Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan ljmum

Anggota Dewan Perwakilan RakyaL Dewan Perwakihn Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

oaEfurr ranun 2699 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor '18

Tahun 2008;

4. Pengadaan bilik pemberian suara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

5. lumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanlak 2 (dua) buah.

VIII. Fomulir Dalam Pemilu walikota dan wakil l talikota Depok Tahun 2010

1. Formulir adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil

Walikota Depok Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Bab )fiV Ketentuan Penutup Pasal 150

ayat (1) per;turan PenErintah Nonpr 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,

dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah s€bagairnana diubah terakhir dengan

Peraturan Pernerintah Nonrcr'+9 Tahun 2008 dan Perafuran Komisi Pemilihan Umum;

2. Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

Depok Tahun 2010 yaitu:

a. Formulir seri Model A-KWK )raitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran pemilih Pemilu

walikota dan Wakil walikota Depok Tahun 2010;

b. Formulir seri Model B{WK yaifu formulir kelengkapan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok

Tahun 2010;

c. Formulir seri Model C-KWK yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu

walikota dan Wakil walikota DepokTahun 2010;

d. Formulir seri Model FKWK yaitu formulir rekaEitulasi penghitungan suara Pemilu Walikota dan

Wakil Walikota Depok Tahun 2010;

3. Spesifikasi teknis formulir Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depk Tahun 2010, dibuat dengan
ketentua n:

Folio dan plano;
HVS 70 gr;
Putih;
Hitam;

4. Bentuk formulir Pemilu Walikota dan Waktl Walikda Depok Tahun 2010 tercantum pada bagian
Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII
Peraturan Pemerintah ll,omor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagairnana diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor .19 Tahun 2008 dan Perafuran KPU;

5. Untuk pengamanan, Formulir Modd CI{(WK diberi abu dibubuhi cap stempel basah yang rnemuat
kode nomor masing-masing TPS.

IX Sampul tertas dan l(artlr Pernilih Dalam Penrilu Walikota dan wakil walikota Depok
Tahun 2Ol0

1. Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan
Wakil walikota Depok Tahun 2010 sebagairnana dimaksud dalam Pasal 83 a)at (f2), Pasal 84 ayat
(7), Pasal 85 ayat (7) Pasal 86 ayat (8) Perdturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 49 Tahun 20O8;

2. Sampul kertas Pemlu walikota dan Wakil walikota Depok Tahun 2010, dapat berbenfuk sampul
kertas dalam bentuk sampul dan sampul kert6 dalam bentuk kantong;

3. Sampul kertas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, digunakan untuk rnemuat
rekapitulasi hasil penghitungan suara;

4. Selain digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul berbentuk kantong
digunakan untuk rnemuat surat suara, baik yang belum digunakan rnaupun yang telah digunakan;

5. Spesmk6i teknis sampul kertas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 201O dibuat
dengan ketenfuan:

a. Bahan : Kertas Sarnson kraf 90 gram;

a. Ukuran
b. Bahan kertas
c. Wama kertas
d. Warna cetakan
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b. Wama : Coklau
c. Cetak : Safu warna pada bagian muka sampul;

6. Ukuran sampul kertas harus disesuaikan dengan kebutuhan, dan rnenerapkan prinsip penghernatan

anggaran;

7. Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah

sebagaimana dimaksud dalam bmpiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagairnana

diubah terakhir dengan Peraturan Pen€rintah Nornor 49 Tahun 2008.

Distribusi Perlengkapan Pernungutan Suara Pernilu Walikota dan Wakil Walikota Depok

Tahun 2010

1. Distribusi perlengkapan pemungutan suard Pemilu walikota dan wakil walikota Depok Tahun 2010

Oari rru *ota oepok sampai dengan tingkat TPS dan sebalikn)p, ditetapkan dengan Keputusan KPU

Kota Depok;

2. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan penganranan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kota

Oepok dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasbnal Indonesia, dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Kehntuan tain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan Komisi

pemitihan umum Kota Depolc sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 12 Mei 2010

Salinan sesuai dengan aslinya
SEXRETARIAT XPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bag'nn Hukum

KOMISI PEMILTHAI{ UMUM
KOTA DEPOK

Ketua,

MUHAMMAD HASAN
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